
 
 

 
 

BUPATI  PROBOLINGGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :     45      TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN 

KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja hibah 

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Wakil Bupati yang 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang; 

SALINAN 



~2~ 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah;  

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentangPedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.05/2011 

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2011 

tentang Sistem Akuntansi Hibah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 51 Tahun 2015; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 

tentang Rekening Kementerian/Lembaga/Satker; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 89/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam 

Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota; 

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota; 
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17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 

Hibah langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

115/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 

Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota; 

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana 

Hibah Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota; 

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan 

Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota; 

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan 

Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8                

Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7              

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017; 
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24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 

Tahun 2016. 

 

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016, 

Perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden                

dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan 

Gubernur/Bupati/Walikota serentak. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN KEBUTUHAN 

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN 2018. 

 

Pasal 1 

 

Standar Satuan Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Standar Satuan Kebutuhan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) 

yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo 

dalam Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.   

 

Pasal 3 

Untuk Standar Satuan Kebutuhan Pendanaan yang tidak tercantum dalam 

peraturan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



Disalin sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19630619 199303 2 003 

~5~ 

 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

Ditetapkan di               Probolinggo 

Pada tanggal  12 Juni 2017 

BUPATI PROBOLINGGO 

 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal  13 Juni   2017 

       SEKRETARIS  DAERAH 

                       ttd 

      H.M. N A W I, SH. M.Hum 

       Pembina Utama Madya  

   NIP. 19590527 198503 1 019 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR  45 SERI G1 
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